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BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka didapat kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kepemilikan pengendali tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal 

ini disebabkan karena pemegang saham pengendali tidak memiliki banyak 

informasi akan kondisi perusahaan sehingga menyebabkan asymmetric 

informasi. Maka  yang memiliki kuasa tetap pihak manajamen. Berapapun 

besar kepemilikan sahamnya tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

Ini berarti kepemilikan pengendali bukan sebagai motivasi atau bukan 

tujuan untuk melakukan pengurangan laba perusahaan yang termasuk 

dalam tindakan agresivitas pajak yang nantinya menurunkan beban pajak 

yang dibayar oleh perusahaan. Tinggi rendahnya jumlah kepemilikan 

saham pengendali tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

2. Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dari hasil 

hipotesis tersebut maka komposisi dari dewan direksi tidak dapat 

menentukan tinggi atau rendahnya dari efektivitas tingkat pengawasan 

pada suatu perusahaan. Kemungkinan jumlah dewan direksi yang 

meningkat semakin memperlemah tingkat pengawasan pada perusahaan 

karena adanya kepentingan rapat atau kepentingan lainnya dengan para 

anggota dewan komisaris lainnya. Sehingga pengawasan dalam 

pengelolan perusahaan termasuk dalam penyajian laporan keuangan 

kurang di perhatikan. 

3. Berdasarkan analisis, komisaris independen berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. Hal ini menunjukan bahwa komisaris independen telah 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan otoritas jasa 

keuangan (POJK). Adanya komisaris independen sebagai pihak 

independen yang melakukan pengawasan dan mengontrol prusahaan 
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terutama dalam penyajian laporan keuangan termasuk penyajian beban 

pajak dalam laporan keuangan. 

4. Hasil menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak. Hal ini berarti komite audit mengawasi setiap kegiatan yang berada 

dalam perusahaan sehingga tindakan manajemen yang bertujuan dengan 

tindakan agresivitas pajak dapat ditekan dengan adanya pengawasan yang 

ketat. 

 

5.2 Keterbatasan  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan kepemilikan pengendali dengan kriteria 

berdasarkan Bapepam No: Kep-264/BL/2011 perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian dengan 

periode tahun 2014-2017, akibatnya sampel yang digunakan menjadi 

terbatas. 

2. Penelitian ini menunjukkan nilai adj. R square yang masih rendah dengan 

menggunakan variabel CETR, ini menunjukkan bahwa masih banyak 

terdapat variabel yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan kepemilikan pengendali, dewan 

komisaris, komisaris independen dan komite audit sebagai variabel 

independen. 

4. Penelitian ini hanya menggunakan variabel kepemilikan pengendali, 

sehingga belum dapat menggambarkan konflik keagenan secara 

keseluruhan. 

5. Penilitian ini hanya menggunakan proksi CETR sebagai pengukuran 

tindakan agresivitas pajak perusahaan. 
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5.3 Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, maka saran yang 

dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:  

1. Menggunakan variabel independen lain yang kemungkinan memiliki 

pengaruh terhadap tindakan agresivitas  pajak. 

2. Menggunakan objek penelitian selain perusahaan manufaktur, perusahaan 

yang tidak hanya terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta menggunakan 

periode pengamatan atau jangka waktu pengamatan yang lebih panjang. 

3. Menggunakan proksi untuk pengukuran variabel agresivitas pajak yang 

lain seperti Effective Tax Rate (ETR), dan Book Tax Defference (BTD) 

untuk membandingkan hasil penelitian dengan menggunakan proksi yang 

lain. 

4. Secara praktis, perusahaan-perusahaan dapat lebih memperjelas peraturan, 

tugas serta fungsi dari dewan komisaris sehingga dapat  melakukan 

pengawasan perusahaan secara efektif, memperjelas serta menekankan 

tentang pemahaman peraturan perpajakan yang tepat kepada manajemen 

perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak tanpa melanggar 

peraturan yang berlaku. 

5. Secara akademis, penelitian ini membuktikan bahwa komisaris independen 

dan komite audit berpengaruh meminimalisir atau menekan tindakan 

agresivitas pajak menggunakan proksi Cash Effective Tax Rate (CETR). 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukkan atau bahan 

referensi tambahan mengenai pengaruh kepemilikan pengendali dan 

mekanisme Corporate Governance terhadap agresivitas pajak. 
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